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 terpenu
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terpenuh. Kata “tttemuru
n 

temurun, terkua
t 

terkuat dan 

” tidak berart
i 

berarti bahwa hak “terpenu
h 

terpenuh 

dan  



 tidak mutlak, yang hakmerupaka
n 

merupakan 

 tidak terbata
s 

terbatas sep
e

sepe gugat dandigangg
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diganggu 
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 t 
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kan tt 



e  

dom, a  
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k Mil 

itu dimaksudka
n 

dimaksudkan untuk membedaka
n 

membedakan den
g

hak lainny
a 

lainnya, yaitu untuk 

menunjukka
n 

menunjukka
n

diantara h
 k

a  

a Ha  
k  

h ma  
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‐h 
k  

terkua
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terkuat dan terpenu
h 

terpenuh. 
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k Milik a  

Sif t H 
H t a  

Sif  
 tid Milik Hak tekuat, artiny

a 
artinya yang hak(1) merupaka

n 
merupakan 

 serta mudah dipertahanka
n 

dipertahankan ter
h

terhhapus dan musnah 

pihak lain, oleh karena itu harus didaftarka
n 

didaftarkan 
menu

r
menu

r
24/1997.  

 kewenanga
n 

kewenangan pemegan
g 

pemegang(2) terpenuh, ini 
menandaka

n 
menandakan 

itu paling penuh dengan  

6 UUPA tentun
g 

tentung fungsi sosial dibatas
i 
dibatasi ketentua

n 



ketentuan pasal  

 tidak terba
t
terbat waktuny

a 
waktunya(3) turun temuru

n 
temurun, berart

i 

berarti jangka 

 dan peristiw
a 

peristiwa huku hukumberali
h 

beralih karena perbuata
n 

perbuatan 

 tida itu tanah, karena atas hak adalah MilikHak 

 tu 

 yang terkandun
g 

terkandung dalampemilika
n 

pemilikan kekayaa
n 

kekayaan alam 

dan yang ada di bawah/d
i 
bawah/di dalamny

a 
dalamnya. 

Subyek Yang Menjad
i 
Menjadi  

Pemegan
g 

Pemegang Hak Milik  
(1) Menganu

t 
enganut asas kewarganegaraan dan asas persamarataa

 



persamarataa
 
dan wanita (pasal 9 UUPA);  

(2) Asas umum: Peroranga
n 

Perorangan (pasal 20 ayat 1 UUPA);  

 k
e

ke asas 

 pelaksan
a 

pelaksana merupaka
n 

merupakan Indonesi
a 

Indonesia(3) 
Warganegar

a 
Warganegara 

 dasar UUPA (pasal 21 ayat 1 UUPA);  satu 

sebaga
i 
sebagai salah 

 se
o

seo 

 memandan
g 

memandang UUPA khusus). Tungga
l 
Tunggal (asas(4) WNI 

 (dwikewarganegaraa
 
dwikewarganegaraa kewarganegaraa

n 
kewarganegaraan 

2 

mempunya
i 
mempunyai 

  

 UUPA), karena ayat 4 (pasal 21 asingsebaga
i 
sebagai orang 

 i 
w -kewarganegaraa

n 
ewarganegaraan. d l  

ena  

l h
i 
a rnya UUPA masih dik 

 U 
 2 



 ayat 21 

 (pasal tertent
u 

tertentu 

 Hukum(5) Badan-badan 

 38/1963 dapat mempunya
i 
mempunyai Hak Milik, yaitu:  

a. Bank-bank Pemerinta
h 

Pemerintah;  

berdasarka
n 

berdasarkan PP 

b. Badan-badan Koperas
i 
Koperasi Pertania

n 
Pertanian;  

c. Badan-badan Sosial;  

d. Badan-badan Keagamaa
n 

Keagamaan. 

Tanah
 
Tanah Permasalaha

n 

Permasalahan Hukum  
– ke WNA MELALU

I 
MELALUI PERISTIW

A 
PERISTIWA 

HUPERALIHA
N 

PERALIHAN HM  



 yang menyebabka
n 

menyebabkan berakhirny
a 

berakhirnya Hak MiPeristiw
a 

Peristiwa hukum 

WNA adalah:  

 Percampura
n 

Percampuran harta karena perkawina
n 

perkawinan campura
n 

campuran; 1. 

 Pewarisa
n 

Pewarisan tanpa wasiat (pewarisa
n 

pewarisan ab intestat
o 

intestato); 2. 

 In
d

Ind kewarganegaraa
n 

kewarganegaraan status 

 kehilanga
n 

kehilangan WNI 

3. 

dari WNI menjad
i 

menjadi WNA). (peraliha
n 

peralihan  

 yang menyebabka
n 

menyebabkan beralihny
a 

beralihnya Hak MilPeristiw
a 

Peristiwa hukum 
  

pihak‐pihak yang tidak berwenan
g 

berwenang sebaga
i 

sebagai pemegan
g 



pemegang 

 l h  

diperboleh 
 b 

a u /di 
 i  

di kseperti warga negara asing, masih  

 tidak tersebu
t 

tersebutUUPA dengan syarat orang asing 

 dan 

memegan
g 

memegang Hak Milik itu lebih dari 1 tahun 

mengalihka
n 

mengalihkan kepada pihak yang memenuh
i 

memenuhi syarat. 

Tanah H
 
Tanah H Permasalaha

n 



Permasalahan Hukum  
 MELALU

I 
MELALUI PERBUATA

N 
PERBUATAN HUKUM PERALIHA

N 

PERALIHAN HM 

 warga neg kepada Milik Hak pemindaha
n 

pemindahanLaranga
n 

Larangan 

 yang ditetapka
n 

ditetapkan dala Indonesi
a 

Indonesia (kecual
i 

kecualibadan 

hukum 

 asing (pasal 26 ayat 2 UUPA) 38/1963) dan badan hukum 

SANKSI:  

 Peraliha
n 

Peralihan hak batal a. 

 Tanah menjad
i 

menjadi Tanah Negara b. 

Uang yg sudah dibayarka
n 

dibayarkan tdk dapat dimint
a 

diminta kembal
i 

kembali c.  

 Beban‐beban di atas tanah tsb. Tetap berlangusn
g 

berlangusng 

hing
g

haknyad. 



 tanah mengusahaka
n 

mengusahakan untuk• 
Hak 

dikuasa
i 
dikuasai langsun

g 
langsung oleh 

Negara
 s

jangka waktu tertent
u 

tertentu guna
 

pertanian
, 
pertanian, perikanan

, 
perikanan, 

perkebuna
 
perkebun

a
peternakan 

u HGU  

HGU  



  

a wakt  

kt 

  
 k 

k Jang J 
(1) Tanaman keras: 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahu

n
(2) Tanaman muda: 25 tahun dan dapat 

diperpanjang 25 tahu
n

Sesudah jangka waktu dan perpanjangan tersebut berakh
i
Sesudah jangka waktu 

dan perpanjangan tersebut berakh
i
pemegang hak dapat mengajukan pembaharuan HGU di a

t
yang 



sama.  

Syarat permohonan perpanjangan dan pembaharuan HGU:  

asih diusahakan dengan baik sesuai dengan k
e

ngan baik sesuai dengan ke 

sifat dan tujuan pe
m 

sifat dan tujuan pem
 
berian hak tersebut;  

(1) tanahnya m 

(2) syara
t 
(2) syarat-syarat pemberian hak tersebut masih dipenuhi den

g
syarat pemberian hak tersebut 

masih dipenuhi den
g

oleh pemegang hak;  

(3) pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang
 
(4) diajukan selamba

t 
(4) diajukan 

selambat-lambatnya dua tahun sebelum bera
k
lambatnya dua tahun sebelum bera

k
jangka waktu HGU  

tersebut. 



U byek HG  

 k HG  
 b 

Su S 

(1) Warganegar
a 

Warganegara Indonesi
a 

Indonesia;  

 Indonesi
a 

Indonesia; (2) Badan Hukum 

 penanama
n 

penanaman meningkatka
n 



meningkatkan(3)Untuk 

 dit
e

dite sektor perkebuna
n 

perkebunan dalamasing 

/1980,  No. 23  Keppre
s 

Keppresberdasarka
n 

berdasarkan 

 d
i
di dapat langsun

g 
langsung Usaha Guna 

Hak 

be
r
beryang PMA perusahaa

n 
perusahaan kepada  

 d
i
di yang Patunga

n 
PatunganPerusahaa

n 

Perusahaan 

Indonesi
a 

Indonesia dan berke
d

berkedmenuru
t 



menurut hukum  

di Indonesi
a 

Indonesia. 

eganKewajiban dan Hak Pem 
egang HGU berkewajiban untuk :  

HGU  
Pem 

asukan kepada Negara; bayar uang pem(1) Mem 

(2) Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau
 
sesuai peruntukan dan persyaratan 

sebagaimana ditetapkan dal
a

pemberian haknya;  

(3) Mengusahakan sendiri tanah HGU dengan baik sesuai dengan k
e

usaha berdasarkan kriteria yang 
ditetapkan oleh instansi teknis;  

elihara prasarana lingkungan dan fasilitas em 

bangun dan m(4) Mem 
 ;  

gan areal HGU;  

gkun gada dalam lin  

(5) Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber d
a

menjaga kelestarian kemampuan 
lingkungan hidup sesuai denga

n
perundang-undangan yang berlaku;  

paikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai peng(6) Menyam 



pada  
 p 

gan HGU ke  
 g 

g diberikan den  
 g 

yan  y 

bali tanah   

yerahkan kem 
 y 

7) Men  
)( 

sesudah HGU tersebut hapus;  

(8) Menyerahkan sertipikat HGU yang telah hapus kepada Kepala K
a

Pertanahan.  

g HGU berhak untuk :  
 g  

an  

gPeme  

pergunakan tanahnya untuk melaksanakan 

bidang pertanian, perikanan dan atau peternakan;  

em 

(1) Menguasai dan m 

ber air dan sumber daya alam (2) Penguasaan dan penggunaan sum 
o 

endukung pelaksanaan usaha pada nomatas tanah HGU untuk m 



Luas Tanah HGU  

 h  

T  

L 
(1) Minimum 5 hektar (pasal 28 UUPA jo

.
5 PP 

40/1996)  

(2) Maksimum :  



- untuk perorangan: 25 hektar
; 
untuk perorangan: 

25 hektar;  

- untuk badan hukum: ditetapkan ol
e

untuk badan 

hukum: ditetapkan ol
e

Menteri
 
Menteri Agraria 

dengan pertim
b

Agraria dengan pertim
b

dari pejabat
 

dari pejabat yang berwenang dan l
u

yang 

berwenang dan l
u

tanah yan
g 

tanah yang diperlukan 

untuk usah
a 

diperluka
n 

diperlukan untuk usaha 

tersebut. 



Peralihan Hak Guna Us(1) j l b l
i 
(1) jual b eli;  

enukar; (2) tukar m 

(3) penyertaan dalam modal;  

(4) hibah;  

pewar san.  
i  

(5)  

 P
e

Pe Kantor 

 pada didaftarka
n 

didaftarkan harus 

 tersebu
t 
tersebutPeraliha

n 
Peralihan 

 jual beli kecual
i 
kecuali melalu

i 
melalui lelang

, 
lelang, tukar karena 

Peraliha
n 

Peralihan 

modal dan hibah dilakuka
n 
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n 

penyertaan dalam  
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N 
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n 
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 mend
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 dapat  milikny
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, 
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 h
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 maka tanah sertipika
t 
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 dari BPN.perubahanny
a 
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t 
mendapat izin 
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AKTU HG JANGKA W 
hun  ha  

30 t
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s mum  

olaan, mak 
l  l 

enge P 
 ka  
H 
 h  

h ana  
t 

 atau Negarah  
 h  

ana  
T 

atas di HGB k  

uk t 
n  

- U 

 40/1996);  jo. Pasal 25 PP ayat 1 UUPA tahun lagi (pasal 35dan dapat diperpanjan
g 

diperpanjang 20 

 ayat 1 PP  Milik, paling lama 30 tahun (pasal 29 di atas tanah Hak untuk HGB- Sedangka
n 

Sedangkan 

40/1996).  
 H 

 tanah atas 

 HGB HGB, maka pemegan
g 

pemegang dan 



 Milik Hak pemegan
g 

pemegang kesepakata
n 

kesepakatanAtas 

 dan didaft
a 

didaftar di Kantor pertanaha
n 

ertanahan.  PPAT 

gan aktaperbaharu
i 
erbaharui den di  

 di atas tana HGB tersebu
t 
tersebut berakhir

, 
berakhir, pemegan

g 
pemegang perpanjanga

n 
perpanjangan dan 

 waktu jangkaSesuda
h 

Sesudah 

mengajuka
n 

mengajukan pembaharua
n 

pembaharuan hak.  

Adapun syarat permohona
n 

permohonan perpanjanga
n 

perpanjangan dan pembaharua
n 

pembaharuan HGB:  
  

 masih diusahaka
n 

diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan
, 
keadaan, sifat dan tujuan pem(1) tanahny

a 
tanahnya 

berian hak tersebu
t 
tersebut;  

(2) syarat-syarat pemberia
n 

pemberian hak tersebu
t 
tersebut masih dipenuh

i 
dipenuhi dengan baik oleh pemegan

g 
pemegang hak;  

(3) pemegan
g 

pemegang hak masih memenuh
i 
memenuhi syarat sebaga

i 
sebagai pemegan

g 
pemegang HGB;  

(4) tanah tersebu
t 
tersebut masih sesuai dengan Rencan

a 
Rencana Tata Ruang Wilaya

h 
Wilayah yang bersangkuta

n 
bersangkutan;  

 berakhirny
a 

berakhirnya jangka waktu (5) permohona
n 

permohonan diajuka
n 

diajukan selamba
t 
selambat-lambatny

a 
lambatnya dua tahun 

sebelu
m 

sebelum 

 tersebu
t 
tersebut. HGB 

gan  elolaan, selain den  
 ,  

g Hak Pen  atas tanahpembaharua
n 

embaharuan HGBgan atau  
 g  

panjan  
 j 

per  

Untuk p 

Pengelolaan.
di atas, harus dengan persetujua

n 
persetujuan dari pemegan

g 
pemegang Hak  



Kewajiban dan Hak   

egang HGB Pem 
an:  

 jib ewa  
K 

(1) Membayar uang pemasukan kepada Negara;  

(2) Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukkan;  

(3) Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya s
e

menjaga kelestarian hidup;  

(4) Memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain ba
g

pekarangan atau bidang tanah yang terkurung karena 
Keadaan ge

o
atau sebab lain;  

(5) Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGB kepada 
N

pemegang   

egang Hak Milik sesudah HGB tersebut haHak Pengelolaan atau pem 

(6) Menyerahkan sertipikat HGB yang telah hapus kepada Kepala Kantor  

Pertanahan.  

Pemegang HGB berhak untuk :  

(1) Menguasai dan mempergunakan tanahnya selama waktu tertentu un
t
mendirikan dan   

mempunyai bangunan untuk keperluan pribadi atau usahanya; serta  

(2) Mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain dan membebaninya. 



apusnya HGB  
  

H 
1. Jangka waktunya berakhir;  

2. Dibatalkan karena syarat tidak ter
p

3. Dilepaskan secara 
suka rela oleh   

 jangka egang haknya sebelumpem 

berakhir;  
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Dicabut untuk kepentingan um4. Dicabut untuk kepentingan 

um 

20/1961);  

5. Tanahnya ditelantarkan;  

usnah; 6. Tanahnya m 

enuhi syarem 

egang hak tidak m7. Pem 

egang HGB sebagai pem 
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k
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Dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa Hak Pa
k
hak atas tanah yang dapat 



dipergunakan untuk non pe
r
dan pertanian, yaitu:  

Kata “menggunakan”, menunjukkan bahwa tanah itu
 
digunakan untuk bangunan (sebagai 

wadah);  

kata “memungut hasil” menunjukkan bahwa tanah dap
a

digunakan untuk usaha pertanian 
(sebagai faktor prod 
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❑  ❑  

Peraturan (dasar hukumnya)  

HAK PAKAI  
(1) UUPA:   

pasal 41 s/d 43, pasal 49 ayat 1, pasal 50 ayat 2 jo. Pasal 52;  



 ) 
2 Luar UUPA: ( 

an Modal Asing; UU No. 1/1967 tentang Penanam 

UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta B
e

ngan atas Tanah Beserta B
e

Yang 
Berkaitan Dengan Tanah;  

PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Ba
n

Hak Pakai atas Tanah Ne  
 ;  

ara  
g 

PP No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tin
g

Hunian oleh Orang Asing Yang 
Berkedudukan di Indonesia;  

Pasal 1 PMA No. 9/1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak at
a

dan Ketentuan
 
dan Ketentuan 

-ketentuan tentang Kebijaksanaan selanjutnya
; 
ketentuan tentang Kebijaksanaan selanjutnya;  

ngel 

 ge e 
e  

ak P  
 a 

ai dan H  

 da 
 a 
k a  
 a 

ak P  
 a 

an H  
 a 
r  



fta  

 ta 

nda  

 da 
 e 
e  

g P  
 g 
n  

 ta 

nta  

 te 

te  

/1966  
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. 1 o 

PMA N  

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan N
o

1999, tentang Tata cara Pemberian dan 
Pembatalan Hak Atas 

T
Negara dan Hak Pengelolaan 

Jangka waktu HAK PAKA
I 
HAK PAKAI  

kt  



  
 k 

J 
umum (individual):  

 l) (i di id 

(1) Untuk penggunaa
n 

penggunaan  

 k  
 t 

(1) U 

- atas tanah Negara adalah 25 tahun, d
a

atas tanah Negara adalah 25 
tahun, d

a
diperpanjang 20 tahun dan dapat diperb

a
- atas tanah Hak Milik 

adalah 25 tahun dan
 
dapat   



diperpanjang; dan dapat diperbaharui den
g

p
 g 

emberian Hak Pakai baru 
dengan akta P

P
didaftarkan di Kantor Pertanahan  

 haknya waktu 

 jangka Pakai khusus 

(2)Hak 

ke ku  

 unt 

pergunakan 
 k  

di 
a  

 selaman 

 ik er  



dib 

 pe
m

pem instans
i 
instansi kepentinga

n 
kepentingan yaitukhusus

, 

khusus, 

 negar perwakila
n 
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